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1. Pajak daerah -- Undang-Undang,
peraturan.  I. Judul. IL Tarmizi dan Suryani.
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Pendahuluan

A. PENGERTIAN NORMA HUKUM

Negara Indonesia adalah negara berdasar atas hukum (rechis-
staaf) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machisstaal).
Dalam penjelasan UUD 1945 ditegaskan bahwa aturan hukum
harus menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara. Hukum

menjadi ukuran atau standar yang diperlukan dalam mengatur
hubungan antara sesama warga negara, dan hukum mengatur
hubungan antara warga negara dengan negaranya. Walaupun
sesungguhnya di Indonesia aturan yang mengatur hubungan
terscbut tidak selalu dalam bentuk aturan hukum yang tertulis,
namun ada pula norma yang berlaku di masyarakat yang dapat
berupa norma kesusilaan, norma agama, dan norma kesopanan.

Norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh
sescorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun
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Perpajakan II, Kantor Pusat DJP. Selama berkarir di DJP ikut
menjadi anggota Tim Penyusunan RUU KUP, RUU Pajak
Penghasilan dan RUU Pajak Daecrah dan Retribusi Daerah.
Sejak tahun 2009 mengundurkan diri dari Direktorat Jenderal
Pajak dan sckarang mengabdikan dirinya secbagai Widyaiswara
Pusdiklat Pajak, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuang-
an, Kementerian Keuangan RI. Di sela kesibukannya sebagai
Ibu Rumah Tangga dan Widyaiswara juga menyempatkan
waktunya untuk mengajar di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
(STAN) dengan mata kuliah, Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan, Penagihan Pajak, Peradilan Pajak, dan menjadi
pengajar dalam beberapa pelatihan yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah.
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